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Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mendukung program Polri Presisi – 
prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dengan merekomendasikan agenda strategis 
mewujudkan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia dalam penanganan kasus terhadap 
masyarakat adat. Sejumlah langkah maju perlu diperkuat, sementara berbagai tantangan di tingkat 
substansi/kebijakan, struktur dan budaya di kepolisian  dalam penanganan kasus kekerasan yang 
dialami oleh masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum membutuhkan langkah 
perbaikan/koreksi. 

UUD 1945 memberikan mandat khusus kepada Institusi Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. Sesuai Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam mewujudkan 
tujuannya  Polri wajib menjunjung tinggi HAM. 

Sebagai hasil reformasi, melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 Polri dipisahkan dari institusi TNI, 
reformasi kelembagaan ini dipertegas melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Paradigma aparat negara seharusnya menjaga berkembangnya sendi-sendi 
demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta kewajiban perlindungan 
dan pengayoman, semangat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Untuk memastikan implementasi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia bagi pimpinan 
dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan Polri telah menerbitkan Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar 
Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan 
dalam Perkap tersebut menegaskan pengakuan institusi Polri atas keberadaan masyarakat adat dalam 
pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Budaya Lokal yang dimaksudnya dalam Peraturan Polri ini 
adalah adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai yang masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dalam 
rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan warga masyarakat 
setempat. 

Penyikapan kepolisian pada penanganan kasus-kasus masyarakat adat yang berhadapan dengan 
hukum merupakan penentu awal akses masyarakat adat pada keadilan. Sikap proaktif pimpinan polri 
dalam mengusut kasus kekerasan terhadap masyarakat adat yang melibatkan anggota Polri perlu 
diapresiasi. PPMAN mencatat, pada 2022 ini, misalnya, Divisi Propam dan Pengamanan (Propam) 
Mabes Polri telah menindaklanjuti pengaduan PPMAN terkait dugaan pelanggaran disiplin dan 
kekerasan yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan kepolisian di Polres Nagekeo, Nusa Tenggara 
Timur dalam rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Mbay/Lambo. 

Di tengah kemajuan ini, dari bulan Januari hingga Juni 2022, PPMAN masih menerima pengaduan yang 
terkait anggota kepolisian sebagai pelaku tindak kekerasan, melakukan kriminalisasi terhadap 



pembela dan  masyarakat adat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari perampasan oleh 
industri ekstraktif disektor perkebunan dan pertambangan, maupun polri dianggap menghambat 
langkah korban memperjuangkan keadilan.  

Dari 16 (enam belas) kasus yang di dalami, terdapat 4 kasus di mana polisi dilaporkan melakukan 
kriminalisasi kepada pembela masyarakat adat. 4 kasus tersebut dialami oleh advokat pembela 
masyarakat adat yang tengah melakukan pendampingan kepada masyarakat adat tana’ai di 
Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Ia dilaporkan karena memperjuangkan hak masyarakat adat 
yang berhadapan dengan perusahaan pemilik SKP HGU. Kriminaliasasi juga dialami oleh Kepala Desa 
Kinipan di Kalimantan Tengah yang berjuang bersama masyarakat adat Kinipan dalam 
mempertahankan wilayah adatnya yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. 
Kriminalisasi yang dialami oleh Willem Hengky (Kepala Desa Kinipan) telah diputuskan oleh Pengadilan 
Negeri Palangkaraya, Willem  tidak terbukti bersalah dari seluruh dakwaan dan pengadilan 
memerintahkan Willem Hengki segera dibebaskan dari tahanan. Kasus kriminalisasi lainnya dialami 
oleh masyarakat adat di Natumingka, Tano Batak, Sumatera Utara yang berhadapan dengan PT. Toba 
Pulp Lestari (PT.TPL). Diawal tahun 2022 Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) 
orang Masyarakat Adat Kaili Tado di Kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat yang mepertahankan 
wilayah adatnya dari perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. 
Mamuang.  

Berdasarkan pengaduan dan permohonan bantuan hukum yang diterima oleh Kantor Hukum 
Masyarakat Adat Nusantara di 7 (tujuh) Region, kemudian ditindaklanjuti melalui proses 
pendampingan hukum. Berdasarkan kasus-kasus tersebut PPMAN mengidentifikasi 9 (sembilan) pola 
pelanggaran yang dilakukan oleh polri terhadap masyarakat adat, yaitu: (1) Kriminalisasi dan 
Minimnya Akuntabilitas Penetapan Status Tersangka, (2) Penundaan Proses (undue delay), (3) 
Mengejar Pengakuan Tersangka, (4) Penangkapan Sewenang-Wenang, (5) Penahanan Sewenang-
Wenang, (6) Permasalahan Akuntabilitas Penahanan, (7) Hak Penasihat Hukum yang Dibatasi, (8) 
Penyiksaan dan impunitas bagi pelaku (9) Pembunuhan di luar proses hukum (extra-judicial killing). 

Sementara itu, menurut catatan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan 
jumlah aduan periode 1 Januari – 7 Juni 2022,  Polri merupakan  instansi yang paling banyak diadukan 
terkait pelanggaran HAM di komunitas masyarakat adat setelah pihak koorporasi dan pemerintah 
daerah. Dalam laporan tersebut, Komnas HAM menguraikan tindakan lainnya yang dialami 
masyarakat adat terkait dengan kekerasan oleh aparat, kriminalisasi dan diskriminasi penanganan 
laporan oleh polisi, dan permasalahan penetapan status tersangka pemimpin adat.  

Meski perhatian Kepolisian terus meningkat pada isu akuntabilitas internal, kasus-kasus di atas 
menunjukkan masih adanya tantangan di lapis kebijakan/subtansi, struktur dan kultur hukum di tubuh 
kepolisian. Saat ini, juga belum ada rujukan kebijakan khusus di kepolisian tentang penanganan kasus 
masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai korban, saksi maupun 
tersangka. Padahal, kebijakan ini akan menguatkan akses keadilan mengingat telah ada Peraturan 
Kapolri (PERKAP) No. 8 Tahun  2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia 
Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf (G) yang tegas 
menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya Kepolisian Republik Indonesia harus 
menghormati dan melindungi Hak Masyarakat Adat. Meningkatnya pelanggaran yang dialami oleh 
masyakat adat menunjukkan inkosistensi polri dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-
hak khusus masyarakat adat. 

Kebijakan khusus di kepolisian ini dibutuhkan mengingat  tidaklah mudah mengubah persepsi 
individual aparat kepolisian mengenai masyarakat adat. Apalagi, program-program pendidikan untuk 
menguatkan perspektif keadilan dan ketrampilan penanganan kasus kekerasan yang dialami oleh 
masyarakat adat masih terbatas. 



Untuk mendukung terwujudnya POLRI Presisi melalui optimalisasi pemenuhan hak asasi manusia 
dalam penanganan kasus masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum,  PPMAN 
merekomendasikan kepada Kepolisian RI, yaitu: 

1. Pentingnya memperkuat pemahaman setiap anggota polri untuk menghormati hak-hak 
khusus masyarakat adat sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang hak masyarakat adat dalam implementasi tugas dan fungsi kepolisian; 

2. Pentingnya pimpinan polri membentuk satu kebijakan presisi untuk menjadi pedoman 
penanganan kasus masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum; 

3. Pimpinan polri harus segera memastikan langkah pencegahan dan penanganan setiap anggota 
polri dalam situasi konflik sumber daya alam dimana proyek pembangunan stragis nasional 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang mengancam keberadaan 
masyarakat adat; 

4. Perlu segera adanya reformasi Kepolisian baik di dalam fungsi penegakan hukum dan fungsi 
menjaga ketertiban. Termasuk didalamnya perbaikan kultur dan penegakan hukum terhadap 
anggota polri yang melakukan tindak pidana didalam menjalankan tugasnya; 

5. Memastikan langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan penyiksaan yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian, yang juga mencakup upaya pemulihan bagi korban. 

Demikian pres release ini disampaikan untuk disiarkan.  
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